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SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

[a—

DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral
oleh Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien, dan sesuai
dengan Standar  Data  Statistik, perlu menetapkan
penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyelenggaran Statistik Sektoral di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9 ),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
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14.

15.
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik
Sektoral Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Metadata (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1092);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2021
tentang Satu Data Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai
Selatan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan,
penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar
unsur dalam penyelenggaraan statistik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya
disebut BPS adalah instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di
bidang statistik di Daerah.

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi
yang bersangkutan.

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur
yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam
penyelenggaraan statistik.

Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan
penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang
mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka,
karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi
yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide,
objek, kondisi, atau situasi.

Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus
suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan,
penyajian, dan analisis.

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku
untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian,
penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Pembina Data Statistik yang selanjutnya disebut Pembina Data adalah BPS
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik yang
melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data
yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

Wali Data Pendukung adalah unit kerja pengelola data pada produsen data
yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.

Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dapat menghasilkan data.

Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik
berupa instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga, organisasi, orang,
benda maupun objek lainnya.
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18. Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk
memperkirakan karakteristik suatu populasi.

19. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan
sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

20. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan,
penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang
ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah
Daerah;

b. menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral
pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang Statistik antara pemerintah pusat dan Pemerintah
Daerah;

d. mendukung Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien; dan

mewujudkan data Statistik Sektoral yang berkualitas.

BAB II
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama.

(2) Unsur penyelenggara Statistik Sektoral meliputi:
a. Pembina Data;
b. Walidata;
c. Wali Data Pendukung; dan

Produsen Data.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 4

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral,
yaitu:

a. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat
demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang
berkepentingan tanpa terkecuali;

b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional
yang berdedikasi tinggi,menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode
dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;

c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber
informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;

d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika
diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh
penegasan dan klarifikasi;
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Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau
kejenuhan responden;

Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan
sumbernya;

penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan;

penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi dalam penggunaan
metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang
mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan

penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam
rangka perbaikan Data Statistik.

Bagian Ketiga
Norma

Pasal 5

Norma penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu:

a.

b.

diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel; dan

menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual.

Bagian Keempat
Standar

Pasal 6

Standar penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Statistik;
memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan

menggunakan konsep definisi, Metadata, dan metodologi statistik yang baku.

Bagian Kelima
Prosedur

Paragraf 1
Cara Perolehan Data

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah
memperoleh Data melalui Survei dan Kompilasi Produk Administrasi sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan
penyebarluasan Data.

Paragraf 2
Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi

Pasal 8

Pengumpulan Data oleh Produsen Data dengan cara Survei, Kompilasi Produk
Administrasi dan cara lainnya harus melalui tahapan usulan kegiatan,
rekomendasi, dan pelaksanaan kegiatan.

Usulan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) disertai
rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei/Kompilasi Produk Administrasi.

Usulan kegiatan disampaikan oleh Produsen Data dengan dikoordinir oleh Wali
Data Pendukung kepada BPS melalui Walidata.

Tata cara pengusulan kegiatan meliputi:
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a. Produsen Data dengan dikoordinir oleh Wali Data Pendukung
menyampaikan rancangan Survei/Kompilasi Produk Administrasi kepada
Wali Data secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;

b. Walidata menyampaikan rancangan Survei/Kompilasi Produk Administrasi
kepada BPS guna memperoleh rekomendasi;

c. rancangan Survei/Kompilasi Produk Administrasi disampaikan kepada BPS
oleh Walidata paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan di terima
secara lengkap dan benar; dan

d. teknis pelaksanaan pengentryan rancangan Survei/Kompilasi Produk
Administrasi di aplikasi Romantik BPS dilakukan oleh Produsen Data
setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata.

(5) Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Produsen Data, Walidata Pendukung dan Walidata
berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya
dengan rancangan yang telah ada di rujukan Statistik dan Data yang ada di
BPS.

(6) Rancangan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan menggunakan formulir pemberitahuan Survei Statistik
Sektoral/formulir pemberitahuan Kompilasi Produk Administrasi yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Survei/Kompilasi Produk Administrasi yang sudah
mendapatkan rekomendasi, wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada
kuesioner/formulir pendataan.

(2) Produsen Data wajib mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS.

Pasal 10

(1) Produsen Data wajib menyerahkan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada
BPS.

(2) Hasil penyelenggaraan kegiatan kepada BPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diserahkan melalui Walidata.

Bagian Kelima
Kriteria

Pasal 11

Untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas, data yang dihasilkan
harus memenuhi kriteria:

a. relevan, memenuhi kebutuhan pengguna Data;

b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;

c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian,;
mudah diakses, oleh para pengguna data;

mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan
Metadata; dan

f.  konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.

Pasal 12

Data Statistik Sektoral yang dihasilkan oleh Produsen Data wajib disusun
Metadatanya sesuai formulir yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
PENYEBARLUASAN DATA

Pasal 13

(1) Produsen Data wajib menyerahkan data hasil kegiatan Statistik Sektoral yang
dilaksanakan kepada Walidata dan menginput Data tersebut melalui Portal
Satu Data Hulu Sungai Selatan.

(2) Walidata berperan dalam penyebarluasan Data Statistik Sektoral di lingkup
Pemerintah Daerah.

(3) Data hasil kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINASI

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, Produsen Data dan Wali Data dapat
berkoordinasi dengan BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 15

Produsen Data dan Wali Data dapat bekerja sama dengan BPS untuk membakukan
konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dibangun dalam
penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral.

BAB V
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Walidata melakukan  pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dilaksanakan Produsen Data sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan Salinan sesuai dengan aslinya

pada tanggal 14 Juni 2023 SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, / {},/Jﬁepaaa;\ agian Hukum,
’0
td. .\: 'iE f{) 4
W\ /]
MUHAMMAD NOOR W\ «\‘ 7 EITRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SD‘NGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 27
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

A. FORMULIR PEMBERITAHUAN SURVEI STATISTIK SEKTORAL

FORMULIR PEMBERITAHUAN
SURVEI STATISTIK SEKTORAL

Judul Survei

Identitas Rekomendasi (diisi oleh BPS) I




l. Identifikasi Penyelenggara Survei

1.1

Instansi Pemerintah Penyelenggara -

12

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara

Kabupatenkota
{Coref salzh safu)

Provinsi

Il. Penanggung Jawab Survei (Sebagai Contact Person)

2.1

Mama Penanggung Jawab di Instansi :
Jabatan
Telepon Fax

E-mail

22

Mama hManajer Survei

Jabatan

Alamat

Telepon Fax

E-mail

lll. Informasi Umum

3.1

3.2

33

Survei ini dilakukan :
Hamya sekali - 1 ——= langsung ke R£.3.3. Berulang -2

Jika “Beruiang” frekuensi penyelenggaraan (R.3.1. berkode 2)

Harian -1 Empat Bulanan -5
Mingguan -2 Semesieran -8
Bulanan -3 Tahunan -7
Triwulanan -4 = Dua Tahunan -8
T = T -9
Tipe pengumpulan data :
| ongitudinal -1
Cross Sectional -2

Longitudinal dan Cross Sechional -3
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IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

4.1, Tujuan Survei -

42  Peubah (varisble) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (referensi
wakin)

V. Rancangan Pengumpulan Data

2.1, Cara pengumpulan daia :

Sebagian popuwlasi [sampel) -7
Seluruh poplasi -2
2.2, Survei dilakukan di :
Seluruh wilayah Indonesia -7 —=langsung ke R. 5.4,
Sebagian wilayah Indonesia -2

2.3. [Bila di sebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di :

No. Provinsi Kabupafenkola
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2.4, Metode pengumpulan data -
Wawancara langsung -1
Wawancara melalli sarana komoumikasi -2
Mengisi kuesioner sendii (swacacah) -4
Fengamatan (observasi) -8
Lairmya (SebUtan) .. .o - 16
2.9. Meilode penelitian
Sampel Probabilitas -1 —=langsung ke R57
Sampel Non Probabilitas -2
3.6. Metode untuk Sampel! Non Frobabilitas (bila R.5.5. berkode 2) :
5.7. Apakah melakukan Uji Coba (Filof Sfuay) :
¥a -1 Tidak -2
Jika “¥&", jelaskan :
53.8. Petugas pengumpul data :
Stafl sendii -1
MitrasTenaga Konfrak -2
Lainmea (sebutharn) e -4
2.9, Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul daia :
SMEP -1
SMUSMK -2
AkademiUniversitas . e -4
5.10. Apakah melakukan pelatihan petugas -
¥a -1 Tidak -2
Jika “¥&", jelaskan :
2.11. Jumilah petugas
SupervisiPenyeliz/Pengawas ..o OTERG

Fengumpul DataEnumerstor ..o Orang
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VIl. Rancangan Sampel (diisi bila B.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)

6.1. Jenis Rancangan Sampel :
Single SfageFPhass -1
Multi Sage/Phasze (sebutkan) ... -2
6.2, Kerangka sampel :
6.3, Melode pemilihan sampel

6.4

Keseluruhan fraksi sampel (oversl sampling frachion):

6.5,

Lnit sampsl :

6.6.

Perkiraan samypling error :

6.7.

Responden :
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VIl. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis

7.1. Metode pengolahan
Penyuntingan (Editing) Ya -1 Tidak -2 D
Fenyandian (Coding) Ys -1 Tidak -2 []
Fenyahihan (Validasi) Ya -1 Tidak -2 []
7.2, Tingkat estimzasi yang diharapkan -
Nazional -1 Fecamatan -8
Frovins! -2 Lairnmya - 15
Fabupaten/kiola -4 Tidak dilakiukan esfimasi - 32
7.3, Metode analisis hasil survei
7.4, Produk data yang fersedia untuk umum :
Fublikasi dalam Media Cetak Ya -1 Tidak -2 []
Fublikasi dalam Media Elektronik ~ Ya -1 Tidak -2 []
Macro Data Ya -1 Tidak -2 []
Micro Data/Raw Data ¥a -1 Tidak -2 []
Lainnya {sebutkan) ... Y& -1 Tidak -2 []
7.5, Waktu pelak=anaan survei (lampirkan) :

Tgl Bln Thn Tgl Bin Thn
pPerercsnsanPersigpan | | L L J L1 [ 1 fsal T 1L L I T 1 | |
Pelakzansan Lapang IIIIIIIII"EdIIlIIlIIIll
Pengolahan HEpEEEEEEE RN EEEn
Analisiz Ll i e b s b T 0]
Penyajian Lt T dsap DT 1

7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum :
Tgl Eln Thn
1 & L 1 1 1
20
Mengetahui,
Kepala

NIP.
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B. FORMULIR PEMBERITAHUAN KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI

FORMULIR PEMBERITAHUAN

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI

Judul kegiatan:

Tdentitaz rekomendas (diizi oleh BPS): ’ I
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Elok I. Identifileazi Penvelengrara Kompilasi Produk Adminiztrasi

L - Y T o USRS

12, Alamat lenskap pemyel ot e mara o oot ee e e eemeeemn e

KabupatenKota D e eeeeeemeeemeemmeeseeseeseseemseemmeeseesessseesssmeeammiomeeseessieossiamsemmeaseseeons

7 e vy ikt et

Provwinsi T e e e et et e e e e e e

Blok IT. Penangzung Jawab Kompilazi Produk Administrazi (sebagai Confoer Person)

2.1 Penangpung jawzb kegiatan:
Mama
Tzhatan
Alamat

B e DU O SO T SUT OO UUURY ol - OO UR OO

E-muail

2.2 Penangpung jawab teknis kegiatan:
Mama
Jzbatan
Alamat
B T USROS USRS 1 - - U
E-mail

Elok ITI. Perencanaan dan Perziapan Kompilasi Prodok Administraszi

3.1. Twjuan dan manfaat kegziatan:

33, Jadwal kegiatan:

Perencanzan/persiapan | |

Pensumpulan data |

|
Pengolahan | |
Analisis | |
|

Dizeminasi |
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Blok IV. Variabkel Utama vang Digonakan

Wanabel utama vang digunakan, rafarenzi wakiu dan sumber dan masims-mazme variabel terzebut.

[

Mama Fleferans: Walkiu

Sumber

Blok V. Desain Kompilasi Produk Administrasi

3.1

Hanya sekali

Eagziatan mi1 dilakukan:

-1 — Lanjutkan ke E.53.3. Berulans -2

32

EBulanan
Trwmnlanan
Tzhunan

Frekuensi penvelengearaan kegiatan:

-1
-2
-3

Lammyalzebutban ...} -4

5.3, Jems data:

Series

Cross section

-1
-2

Series dan cress section -3

34

Metode pengumpulan data:

MMengiz koesioner sendin {swacacah) - 1

Deokumentas

-2

Lammyvalsebuthan ...................0 -4
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Cakupan wilavah data:

Selurub wilavah di Indonesia - 1 — Lanjutkan ke Blok VI
Sebagian wilavah di Indonesia -2

Wilayzh data:

No. Prowvinsi

Eabupaten Kotz

Blok VI. Pengumpulan Data

6.1.

Patugas pensumpulan data:

Staf -1
Tenaga kontrak -2
Lammya (sebotkan ... ) -4

62

Parsyaratan pendidikan terakhir petuzas pengumpulan data:
SMP -1
SMA/SME -2
AkademiTnrversitas -3

6.3.

Jumlah petugaz penzumpulan data:
Supervison penyvella PenEawas .....oooooeeeeeeeeeveeeeeee e nen.. DTARE
Enumeratorkompilator/penguwmpal data ..o OTADRE

6.4

Apakah melakukan pelatthan petuzas pensumpulan data?
Ta -1 Tidak -2
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Blok VII

-Pengolahan, Extimasi Analiziz, dan Dizeminaszi Data

7.1. Metods penzolahan:

Penvuntingan {editing) Ta -1 Tiudak - 2
Penvandian (coding) Ta -1 Tudzk - 2
Input dzta (data eniry) Ta -1 Tidzk -2
Panvahihan (validasi) Ta -1 Tidzk -2
7.2. Aletods analisis:
7.3, Unst analizis:
T4. Tmekat penyajian data:
Mazional -1 Kecamatan -3
Provvins: -2 Laimnya (sebutkan ...} -1&
Eabupaten'kota -4 Tidak dilakukan sstimasi -32
T.5. Produk data vang tersedia untuk umum:
Publikazi tercatak Ta -1 Tidzk -2
Publikazi elektromk Ta -1 Tidzk -2
(Jika 7.5 zemua barkode 2 — stop )
T.6. FRencana penerbitan publikas: ontuk umuam:
Tampgal Enlan Tahun
20
Mengetahui,
Kapala

NIP.
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C. METADATA STATISTIK KEGIATAN

METADATA STATISTIK
KEGIATAN

Judul Kegiatan: Tahun:

Kode Kegiatan [diisi oleh petugas):

Cara Pengumpulan Data:

Fencacahan Lengkap -1 Kompilasi Produk Administrasi -3

Surve -2 Zara lain sesuai dengan perkermbangan TI -4

Sektor Kegiatan:

Pertanian dan Perikanan -1 Perdagangan Internasicnal dan

Demegrafi dan Kependudukan -2 Neraca Perdagangan -2

Fembangunan -3 F:Etenagahe.f}aan -3

Proyeksi Ekonomi -4 Meracs Masional -14

Pendidikan dan Pelatihan .5  Indikstor Ekonomi Bulsnan - 18
. Produktivitas - 16

Lingkungan -8 )

Keuangan -7 Harga dan Paritas Daya Beli -17

Globalisasi -8 Sektor Publik, Perpajzkan, dan Regulzsi Pasar - 18

Kesehatan g Perwilayahan dan Perkotaan -18

Indusiri dan Jasa 10 llmu Pengstshuan dan Hak Paten - 20

Teknologi Informasi dan Komunikasi - 11 Perindungan Sosial dan Kessjahtzraan - 21

Transportasi -22

a -1
Tidak -2

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BP5?

Jika "¥a", ldentitas Rekomendasi:c ... ........ ...l
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I. PENYELENGGARA

1.1.Instanel Penyslanggara:

1.2. Alamat Lengkap Instansl Penyelanggara:

Talepon Fakelmile
E-mall

I PENANGGUNG JAWAEB

21.

Unit Esslon Penanggung Jawab
Esslon 1
Esalon 2

2.2

Pananggung Jawab Taknls (2stingkat Esslon 3)
Jacatan

ABmat

Telapan Fakelmile
E-mall

. FERENCANAAN DAN PERSIAPAN

4.1.

Latar Betakang Keglatan:

4.2

Tujuan Kaglatan:
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3.3, Rencana Jadwal Kaglatan:

&3l Aahir
(iglbinithn) (gkBinRhn)
A. Perancanasn
1. Perencanaan Keglatan s
Z. Daeain 504
B. Pengumpulan
3. Pengumgpuian Cata s
. Pamarikeaan
4. Pengalahan Ca= 504
D. Penysbarieasan
3. Andlsk 504
6. Dizeminael Hasll 504
7. Ewxaluzsl s5d
3.4, varlabel (Karaktariztik) yang Dikumpulkan:
Moo kama Warlabal Kansap Dafinisl Feferanel Wakiu
{Karaktenstk) {Pariode Enumerash)
IV. DESAIN KEGIATAN
4.1. Keglatan inl dilakukan:
Hanya sekal -1 — langsung ke R.3.5. Berulang -2
42, JIka "berulang” (R.4.1. berkode 2), Frekuensl Penyalenggaraan:
Harlan -1 Empal Bulanan -3
Mingguan -2 Semesieran -E
Sulanan -3 Tahunan -T
Triaularan -4 = |Dua Tahunan -5
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43 Tips Pangumpulan Data:
Longiucinal Pangl
Longfuoingl Cross Sechional -2
Cross Sectional
44, Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
Saluruh Wiavah Indoneslia -1 — Iangsung k= R4G
Sahapian Wilayah Indonesia ...
45, Jika "sebaglan wilayah Indonesla” (R.4.4. berkode 2), Wilayah Keglatan:
M. Provinsl Kaliupatan'koia
45 Metode Pengumpulan Cata:
Viawancara -1
Menglsl kusslonar sendr (swacacah) -2
Szngamatan [obsarvasl) -4
Pangumpulan g3tz sskunder -8
Lalnmya (Eebutkan) .......ocoe e . -16
47. Sarana Pengumpwlan Data:
Faper-assisted Parsonal imterviswing (PAPT) -1
Computer-assisied Personal inderviedng (CAPT) -2
Compuier-assisied Telephones intenviewing (CATI) -4
Compudar Aidad Wed infenviemwing (CAW -8
Ay -16
Lalreya {esbutkan) .. .................... -32
4&8  Unit Pengumpulan Data:
Individu -1
Ruman tangga -2
Usaha/penusahaan -4
Lalreya {esbutkan) .. .................... -8
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V. DESAIN SAMPEL
Diisi jika cara pengumpulan data adalah survei sebagian

51. Jenls Rancangan $ampel:
Single StagaPhase
Mk StagePrase -2
5.2. Mstode Pemilihan Sampsl Tahap Terakhir:
Sampe] Probabliizs -1—=keRE38
Sampel Monprobatliias -2 = keRE3D
5.3 JIka “sampel probablittae™ (RL5.2. berkods 1), Metods yang Digunakan:
Simple RaNCOm Samping -1 =
Systematic Random Samping -2
Siratifed Ranodom Samping -3 p —=kER54
Ciusier Samping -4
MUk Stage Ssmping -5 =
JIka “sampel nonprobabliitas” (R.5.2. barkode 2), Metode yang Digunakan:
Quols SSmpWng -B ]
Accioental Sampwng -7
Furpasive Sampiing -8 F —keRS5T
Snowhaw Samping -9
Saturation Samping -10 |
5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:
List Frame
Ames Frame -2
4.5, [Fraksl 3ampsd Kesslurnuhan:
5.8 Hlal Perkirzan Sampiing Error Variabsl Utama:
57. Unit 2ampet:
58  Unit Obeenvasl:
Vi. PENGUMPULAN DATA
£.1. Apakah Melakukan Ul Coba {Por Survey)?

fa -1
Tidak -2
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E£.2. Metode Pemerikezan Kualitas Pengumpulan Cata:
Kurjungan kemball {rewsy) -1 Task Force -4
Supervisl -2 Lalnnya (sebutkan) ..........cccoee... =8

E.3. Apakah Melakukan Penyesualan Nonrespon?
¥a -1
Tidak -2

Partanyaan 6.4 - £.7 ditanyakan |lka sarana pengumpulan data adalan PAPI, CAPL, atau CATI
{Plllhan R.4.7. kode 1, 2, daniatau 4 dilingkan)

6.4. Patugas Pengumpulan Cata:
S137 InstanEl pery2lengoars
Mitrafanaga kontrak
Staf Instans! penyalenggara dan mirantenaga kanrak -3

B.5. Parsyaraian Pendidikan Terendah Pefugas Pengumpulan Data:

= SMP -1

EMASEME -3
DCiploma 1WAan -3
DOiploma NE1/821E3 -4

B.5. Jumiah Petugas:
Supervisarpenysla' pangawas n-.. OFANG
Pengumpul datza‘enumerator - OFANG

£.7. Apakah Melakukan Peiatinan Petugas?
¥a
Tid3ak -2

Vil. PENGOLAHAN AN ANALISIS

7.1. Tahapan Pengolahan Data:
Papyuntingan {Eoting) ¥Ya -1 Tidak -2
Penyandlan (Coong) Ya -1 Tdak -2
Dats Entry Ya -1 Tdak -2 Ll
Penyahihan (Valldas) ¥a -1 Tidak -2

7.2. Metode Anallzla:
Deskrpt
Inferansla
Deskipil’ dan Inferenzsla
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7.3. Unit Analals:

Individu -1 Usaha'penusaniaan -4

Rumah tangga -2 Lalnnya (sebutkan) ..........cco..... -8
7.4. Tingkat Panyajlan Hasl Analials:

Maskanal -1 Kiezamatan - &

Bravinel -3 Lalnmya (sebutkEn) .. ................ -16

Kabupaten&ata -4

Will. DISEMINASI HASIL

81. Produk Keglatan yang Tersedia unfuk Umum:

Tercatak (hsrdcopy) Ya -1 Tidak =

Diigital {soficapy) Ya -1 Tidak -

Dafa MIkra ¥a -1 Tidak
8.2, JIka pimhan R.E.1. kode 1, Rencana Rille Produk Keglatan:

Tanggal Bulan Tahun
Terceiak
Digial
Daia Mikra
, 0__
M P,
Kepala

NIP.
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METADATA STATISTIK
VARIABEL

Keterangan Keglatan Statistik

Mama Kegiatan

Kode Kegiatan

{diisi oleh petugas)

Penyelenggara

Instansi

Unit Kerja Eselon |
Unit Kerja Eselon i
Uit Kerja Eselon Il

Ho.

Hama Variabel

Alias

Konsep

Definisi S Reforensi Waktu
Pemilihan

Tipe Data

Klasifikasi Isian

Aturan Validasi

Kalimat Pertanyaan

Mengetahui
Kepala......

(tands tangen dan namas)

HIP.

20
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METADATA STATISTIK
INDIKATOR

Keterangan Keglatan Statistik
Mama Kogiatan Instansi
Unit Kerja Eselon |
Penyelenggara oY
Node Keglstan Unit Kerja Eselon Il
|diisi oleh petugns) Unit Kerja Eselon il
e ——— Jika Kolom (100 berkode 1 Jika Kol (10} barkode 2 ”n'::a"f.'.'..'."
i ) Indikator Pembangun Variabel Pembangun [rese—
Wo.| Hama indikator Konsep Definisi imterpretasi ';‘,"“’""%’““’“"' Ukuran Satuan ';"'“".‘I"' = Level -
enghitungan —pejien va Puiblikasi — Kegiatan Kode Keg. " Va 1
Tidak Ketersediaan Penghasil (diisi petugas) Tidak 3
iy 1 1] “ [E3] (] (7 4 (3] 115 i iLn [LE]] 4 15 1+ i
mn
Mengetahui,
Hepala. .o
[tands tangen dan nams)]
HIP.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY



